
WALIKOTA BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA BLITAR 

NO MOR 32 TAHUN 2019 

TENTANG 

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BLITAR 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BLITAR, 

bahwa dalam rangka memberikan tambahan 

kesejahteraan pada Hari Raya sekaligus sebagai bentuk 

penghargaan atas capaian kinerja Pegawai Tidak Tetap 

dilingkungan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 21 Ayat ( 1) Peraturan 

Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman 

Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wafikota 

Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Keenam Atas 

Peraturan Walikota Bliar Nomor 15 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap, maka 

dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota tentang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Tidak Tetap 

Di Lingkungan Pemerintahan Kota Blitar 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 

b 



2. 

3. 

4. 

2 

1 7 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang 

Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di 

Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 551); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang....:.Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
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7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan 

Republik Indonesia Tahun 

(Lembaran 

2014 Nomor 

Negara 

292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 

II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3243 ); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
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Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 

2017 ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 

Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 

Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1067); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 

2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1067); 

17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 

5/A); 

18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 

Nomor 4); 

19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2018 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Blitar 

Tahun 2018 Nomor 5); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN 

TUNJANGAN HARi RA YA BAGI PEG AWAI TIDAK TETAP DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BLITAR 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan; 

1. Daerah adalah Kota Blitar. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

3. Pemerintah Daerah dalam peraturan ini adalah Pemerintah Kota Blitar. 

4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah Dan DPRD 

Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 

Kewenangan Daerah. 

5. Perangkat Daerah atau dapat disingkat dengan PD atau SKPD atau 

Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah atau 

disingkat OPD atau penyebutan lainnya dalam peraturan ini adalah 

Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah Kota Blitar. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 

dibahan dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan 

ditetapkan dengan peraturan daerah. 

7. Walikota dalam peraturan ini adalah Walikota Blitar. 

8. Wakil Walikota dalam peraturan ini adalah Wakil Walikota Blitar. 

9. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai 

yang diangkat dengan Surat Keputusan Walikota untuk jangka waktu 

tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangu.nan 

yang bersifat teknis prof esional dan administrasi sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Daerah. 
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10. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri. 

11. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada 

karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji. 

12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah 

dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk 

untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan; 

13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah 

surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk 

pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM. 

Pasal 2 

Penerima Tunjangan Hari Raya dalam peraturan m1 adalah PTT 

dilingkungan pemerintah Kota Blitar 

Pasal 3 

(1) Tunjangan Hari Raya bagi PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

yaitu sebesar penghasilan 1 (bulan) pada 2 (dua) bulan sebelum Hari 

Raya. 

(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi gaji pokok 

dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) atau sebutan lainnya. 

(3) Tunjangan Hari Raya sebagai mana dimaksud pada ayat (1), di 

bayarkan dalam tenggang waktu (10) hari kerja sebelum Hari Raya. 

Pasal 4 

Mekanisme Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari 

Raya di lakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. 

Pasal 5 

Anggaran pemberian Tunjangan Hari Raya bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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Pasal 6 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 

Blitar. 

Ditetapkan di 

Pada Tanggal 

Blitar 

22 Mei 2019 

WAKIL WALIKOTA BLITAR, 

Diundangkan di Blitar 
Pada tanggal 22 Mei 2019 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR 

Ttd. 

RUDY WIJONARKO 

Ttd. 

SANTOSO 

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 32 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi 

~ 
AHMAD TOBRONI, SH 

Pembina Tk I 
NIP. 196709091998031008 
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